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FADLI ZON,

Wal<|l

Ketua DPR

Pendapat KPK Sudah

Bagalm4 A tsrlggapan Anda soal
pernyataanmn Wakll ,Ketua PK
tersebut? x
. Saya Kira pendapat itu sudah
mclampaul dari Jkapasitasnya::
mungkin. dia enggak ngerti ya, d;
enggak ngerti bagaimana meka:
‘isme pembuatan:-Undang- Undang_
Mungkxn diarharus belajar

Memang DPR ‘sudah merasa
-bekerja optimal: dalam rnembuat
undang- nndang”

Oh iya. Kan:yang membuat uri-

2 dang-undang itu bukan hanya DPR; "

“tetapi kami bersama. dengan pemerin

,undang undang dan merevisi tanya :

tah, Proses membuat undang-undang’
seperti itu, kayak enggak ngerti aja itu
yang mengatakan. Masalah membuat

dong ke pemerintah.

Kami malah ingin. kitab hukum
kita it lengkap; tapi kan ada disspute
dalam hal ini. Justru misalnya perkara
khusus 'ingin ada undang-undang
khusus. Ini. perbedaan pendapat yang
harus diselesaikan.

Banyak pihak yang menggap
DPR tidak serius, tidak memiliki
kemauan yang kuat untuk menye-
lesaikan undang-undang?

Saya kira ini bukan persoalan
mau atau tidak mau. Tapi ini soal
tarikan-tarikan politik, dan saya
kira tidak semua harus diundangkan.
Bayangkan, nanti orang harus pakai
peci harus*diundangkan, harus pakai
baju diundangkan. Pembahasan
undang-undang itu harus sesuai
dengan kebutuhan. Tidak semua
hal harus’diundangkan. Rakyat
juga belum tentu mau diatur dengan
undang-undang, ya kan.

Kan perlu ada kebebasan, kecuali

- undang-undang yang memang dibu-

tuhkan. Jadi pernyataan itu saya kira
pernyataan yang di luar tupoksinya
sebagai komisioner KPK. Jadi harus
hati-hati lah, jangan ngomong sem-
barangan begltu_ .

Soal parpol dibiayai megara
apakah Anda setuju?

Oh itu saya setuju, sangat setuju.
Saya 100 persen'saya setuju. Karena

i 'sangat penting

- TMF World Bank

'1tu quatu praktek yang sangat biasa
it negara—negara -demokrasi, seperti
“di Meksiko, Brazil;. dan negara lain-

nya. Itu adalah hal yang sangat biasa,
dan menurut saya memang untuk
Indonesla itua dlperlukah.

Kenapa dlperlukan"

Selama ini justru partai-partai san-
gat kurang mendapat perhatlan dari
pemerintah; dalam hil ini institusi
negara. Padahal ‘ini’ ll’lSEltuS‘l yang

Kan: txdak Eoleh berusaha, Idak

“boleh mempunyal PT, sehingga tidak

jelas dana partai politiknya, kecuali
Csurmibangan-sumbangan ang-
gota dan simpatisan.

“Kalau di tahun 1950-an parpol

boleh’ ‘punya perkebunan, boleh

Y punya SPBU, boleh punya usaha.

Sekarang tldak boleh.

Menurut Anda herapa besaran
dananya?

Saya kira saya setuju lah Rp 10.000
per suara. (Angka) Rp 10.000 per
suara itu artinya dihitung bagian
dari dana politik untuk partai
politik merawat kon-
stituen, merawat
pendidikan politik,
dan scbagainya.
Saya kira ang-
garannya eng-
gak terlalu besar
kok. Pasti lebih
kecil dari ang-
garan kemarin

yang sampai Rp
1 triliun itu.

KemarinPak
Prabowo me-
nyebut banyak
media melaku-
kan kebohongan
pada aksi 212.
Apa da-
sarnya?

' Oh saya
belum me-
ndengar
persis apa
yang di-
sampaikan
Pak Prabowo.
Tapi saya: kira;

_saya_ lihat lagi.

| Batasnya

yvang dimaksud adalah mungkin ada
sejumlah media, yang tidak men-
jalankan prosedur standar jurnalistik.
Terkait dengan sebuah peristiwa
besar, yang saya kira worth it jadi
sebuah news, saya kira terkait hal
itu.

Atau bisa _]uga terkait den&an
jumlah, atau apa yang disampaikan
tidak sesuai dengan apa yang terjadi.
Saya kira itu nanti saya dengar lagi
bagaina pernyataan lengkapnya. Tapi
sekali lagi, saya kira terkait dengan
tidak adanya suatu coverage yang
memadai standar jurnalistik umum
saya kira.

Pak Prabowo berkomentar se-
perti itu apakah ada datanya?

Saya enggak tahu, ya nanti akan
Kan kalai misalnya
orang kumpul jutaaan, tapi. disebut
puluhan ribu itu kan bisa sebuah
kebohongan juga kan. m NDA
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